
 
 

PERJANJIAN KINERJA 
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN 2026 
KEPALA DINAS 

 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

Nama : Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd. 

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  

  Kabupaten Lombok Tengah 

 

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

Nama : H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP, M.AP 

Jabatan : Bupati Lombok Tengah 

 

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

 

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran 

perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang 

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA. 

 

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

Praya, 5 Januari 2026 

 

PIHAK KEDUA PERTAMA 

BUPATI LOMBOK TENGAH KEPALA DINAS 

 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

 KABUPATEN LOMBOK TENGAH

   

 

 

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP, M.AP DRS. H.LALU IDHAM HALID, M.PD 

 NIP.196705211997031011 

 

 

 



PERJANJIAN KINERJA 
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN 2026 
KEPALA DINAS 

 

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Tahun Anggaran :  2026 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET 

Pendidikan Berkualitas yang  

Merata, Berkeadilan dan  

Berkebudayaan Maju 

Rata-rata Lama Sekolah Tahun 6,91 

Harapan Lama Sekolah  Tahun 14,07 

Persentase Peserta Didik yang mencapai 
Standar Kompetensi Minimal pada Assesmen 
Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca 

Persen 52,10 

Persentase Peserta Didik yang mencapai 
Standar Kompetensi Minimal pada Assesmen 
Tingkat Nasional untuk Numerasi 

Persen 48,68 

Persentase Satuan Pendidikan  yang 
mencapai Standar Kompetensi Minimal pada 
Assesmen Tingkat Nasional untuk Literasi 
Membaca 

Persen 28,02 

Persentase Satuan Pendidikan  yang 
mencapai Standar Kompetensi Minimal pada 
Assesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi 

Persen 25,06 

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas 
yang berkualifikasi pendidikan tinggi 

Persen 7,00 

Meningkatnya Akses dan Mutu 
Layanan Pendidikan bagi 
Penduduk Usia Sekolah 

Rata-rata Kemampuan Literasi SD 
berdasarkan Asesmen Nasional  Nilai 59,78 

Rata-rata Kemampuan Numerasi SD 
berdasarkan Asesmen Nasional  Nilai 55,58 

Rata-rata Kemampuan Literasi SMP 
berdasarkan Asesmen Nasional  Nilai 61,71 

Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP 
berdasarkan Asesmen Nasional  Nilai 58,99 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 5-
6 Tahun  Persen 93,12 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 7-
12 Tahun Persen 99,60 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 
13-15 Tahun Persen 97,26 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kesetaraan 
Anak Usia 7-18 Tahun Persen 39,92  

Proporsi jumlah satuan PAUD yang 
mendapatkan minimal akreditasi B  Persen 36,77  

Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan SD 
Terakreditasi Minimal B Persen 73,23 

Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan SMP 
Terakreditasi Minimal B Persen 57,92 

Proporsi PTK PAUD Formal bersertifikasi Persen 19,31 

Proporsi PTK SD bersertifikasi Persen 37,60 

Proporsi PTK SMP bersertifikasi Persen 30,66 

Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi 
S1/D IV  Persen 86,62  



SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET 

APK SD Persen 106,56 

APK SMP Persen 110,32 

Indeks Iklim Keamanan sekolah jenjang  

SD  
Nilai  73,89  

Indeks Iklim Keamanan sekolah jenjang  

SMP  
Nilai  67,08  

Indeks Iklim Kebhinekaan sekolah jenjang  

SD  
Nilai  70,37  

Indeks Iklim Kebhinekaan sekolah jenjang  

SMP  
Nilai  67,47   

Indeks Iklim Inklusivitas sekolah jenjang  

SD  
Nilai  61,40  

Indeks Iklim Inklusivitas sekolah jenjang  

SMP  
Nilai  57,07  

Meningkatnya pelestarian Cagar 
Budaya dan  
Objek Pemajuan  

Kebudayaan 

Persentase pengembangan bahasa dan sastra  Persen 100  

Persentase warisan budaya yang dilestarikan 
Persen 100  

Persentase jumlah cagar Budaya dan Warisan 

Budaya tak benda yang didaftarkan  
Persen 100  

Meningkatnya akuntabilitas 
kinerja penyelenggaraan urusan 
Pemerintah daerah 

Nilai Impelmentasi SAKIP Perangkat Daerah Poin  73,18  

 

No. PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 

(1) (2) (3) (4) 

I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN   

1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
Kab./Kota 

710.840.013.273,59 DAU 

2 Program Pengelolaan Pendidikan    190.475.219.901,00 DAU dan DAK 
3 Program Pengembangan Kurikulum 20.250.000,00 DAU 
4 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 974.990.500,00 DAU 
5 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 5.000.000,00 DAU 

6 Program Pengembangan Bahasa dan Sastra 236.560.000,00 DAU 

II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN   

7 Program Pengembangan Kebudayaan 11.183.110.000,00 DAU 

8 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 693.758.878,00 DAU 

 Total Anggaran 914.428.902.552,59  

        
 Praya, 5 Januari 2026 

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA 
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KABUPATEN LOMBOK TENGAH  

 

 

 

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP, M.AP 

 

 

 

Drs.H.LALU IDHAM HALID, M.PD 

NIP.196705211992031011 

   

 
 

















 
 
 

PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2026 

BIDANG PENDIDIKAN PAUD DAN PNF 
 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama : ANANG NIZAMUDIN, S.Ap 
Jabatan : Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik pada Bidang 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 
 
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 
 
Nama : Dr. MUH. NAZIM, S.Pd. M.Pd. 
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Nonformal  
 
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 
 
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran 
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 
kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA. 
 

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 
rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
   

 
 
          PIHAK KEDUA 
 
 
 
Dr. MUH. NAZIM, S.Pd. M.Pd. 
NIP. 198605062011011013 
 

           Praya, 5 Januari 2026 
 

  PIHAK PERTAMA 
 
 
 

ANANG NIZAMUDIN, S.Ap                   
NIP. 197405171993021001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2026 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
BIDANG PENDIDIKAN PAUD DAN PNF 

 
UNIT KERJA : SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN 
 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) (4) 

1 Meningkatnya Akses dan Mutu 
Layanan Pendidikan bagi 
Penduduk Usia Sekolah 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 
Anak Usia 5-6 tahun  

93.12% 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 
Kesetaraan Anak Usia 7-18 tahun  

39.94%  

APK PAUD 72,99% 

Proporsi jumlah satuan PAUD 
terakreditas  minimal B  

36.77%  

 
No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Ket 
(1) (2) (3) (4) 

1 Program Pengelolaan Pendidikan : 32,515,994,015  

1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini   

Sub Kegiatan :   

a Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 277,809,000  

b Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 563,265,915  

c Pengelolaan Dana BOP PAUD 25,457,100,000  

d Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 138,718,700  

e 
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informatika dan 
Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 

353,722,800 
 

f Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 137,881,200  

g Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 125,881,200  

h Pembangunan Ruang Kelas Baru 2,373,821,200  

i 
Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk 
Peningkatan Kapsitas Bidang Pendidikan 

323,461,600 
 

j 
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas 
PAUD 

487,567,200 
 

k Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 929,862,000  

l Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1,346,903,200  

2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 6,386,815,000  

Sub Kegiatan :   

a Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 
Nonformal/Kesetaraan 

238,587,800 
 

b Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 6,091,300,000  

 c Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah 
Nonformal/Kesetaraan 

23,828,200 
 

 d Pelatihan Penggunaan Teknologi, Informatika dan 
Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 

33,104,000 
 

2 Program Pengendalian Perijinan Pendidikan   

1) Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang 
Diselenggarakan oleh Masyarakat 

5,000,000 
 

Sub Kegiatan :   

a 
 

Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan 
Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masayarakat 

5,000,000 
 

 Total Anggaran 38,907,809,015  

 
 
         
PIHAK KEDUA 
 
 
 
Dr. MUH. NAZIM, S.Pd. M.Pd. 
NIP. 198605062011011013 

                Praya, 5 Januari 2026 
 

PIHAK PERTAMA 
 
 
 

ANANG NIZAMUDIN, S.Ap                   
NIP. 197405171993021001 

  
 







 
 

PERJANJIAN KINERJA 
TAHUN 2026 

BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR 
 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

 
Nama : LALU ZAENURI, S.Pd. M.Pd. 
Jabatan : Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah 
 
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 
 
Nama : H. JUMADI, S.Pd, M.Pd 
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah 
 
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 
 
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran 

perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA. 

 

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan 

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

   

 

 

   Praya, 5 Januari 2026  
  

         PIHAK KEDUA                    PIHAK PERTAMA  
   
 
 
 

          H. JUMADI, S.Pd, M.Pd  LALU ZAENURI, S.Pd. M.Pd. 
NIP.197307141997021001        NIP.197802242012121003 

 
 
 
 






































